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Hal . Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2023

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
2. Para KPA dan PPK
di lingkungan Kementerian Perhubungan

Menunjuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
Anggaran 2023 dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.001/6/18 PHB 2022
tanggal 19 Desember 2022 tentang Penyampaian SE 85 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada para KPA dan PPK di
lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dapat segera mengambil langkah-langkah
percepatan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1. KPAsegera menetapkan dan mengumumkan RUP pada Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) untuk  seluruh  belanja  Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tanpa terkecuali;

2. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dapat segera
dimulai pada tahun 2022 melalui tender/seleksi mendahului tahun anggaran
(tender/seleksi dini) dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan,
terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
a. Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran;

b. Barang/asa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling
kurang 10 bulan);

c. Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus
segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 melalui E-
purchasing segera dilakukan setelah DIPA/DPA berlaku efektif;

4. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan
pada tahun 2022 dapat dilaksanakan oleh PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) Tahun Anggaran 2022;

5. Mengoptimalkan penggunaan kontrak payung untuk pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

6. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. KPA memerintankan dan memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportast”



8. KPA memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 agar kontrak dapat segera
ditandatangani pada awal tahun 2023,

9. Dalam rangka pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPA

memastikan:

a. Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam
Katalog Elektronik;

b. Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

¢. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam
Katalog Elektronik;

d. Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi melalui E-purchasing.

10. Langkah-langkah percepatan oleh PPK adalah sebagai berikut:

a. Segera menyusun RUP dan input pada aplikasi SIRUP, termasuk dalam hal
terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau
perubahan/revisi DIPA/DPA,;

b. Segera melakukan persiapan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
untuk pengadaan tahun 2023 agar konfrak dapat ditandatangani di awal tahun
2023,

c. Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsclidasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

———  Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
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Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
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